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BAB 1
KONSEP DASAR DAN RUANG
LINGKUP PERPAJAKAN

Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, beberapa ahli pajak juga
menyatakan pengertian pajak. Berikut disajikan pengertian pajak
menurut para ahli pajak:

Tabel 1.1: Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Pajak

No. Nama Ahli Pengertian Pajak

1. | C.F.Bastable Pajak adalah a compulsory contribution of the
wealth of a person or body of persons for the service
of the public powers.

2. | H.C. Adams Pajak sebagai a contribution from the citizen to the
support of the state.

3. | Edwin Robert | Pajak merupakan a compulsory contribution from

Anderson the person to the government to defray the

Seligman expenses incurred in the common interest of all

without reference to special benefits conferred.
4. | Prof. Dr.P.J.A. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
Andriani dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

Fitri Yani Jalil




Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Perpajakan

yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan
dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal
dengan kompensasi pembayaran.

3. Daluwarsa
Daluwarsa dapat diartikan dengan lewatnya waktu yang dapat
menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak, baik hak menuntut
atau melaksanakan sesuatu. Di dalam pajak, berdasarkan pasal 22
ayat 1, ketentuan daluwarsa setelah melewati batas waktu
penagihan yaitu 5 tahun setelah diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

4. Pembebasan
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang sesungguhnya,
melainkan karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya
diberikan kepada sanksi administrasi, bukan pada pokok pajaknya.

5. Penghapusan
Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan.
Penghapusan utang pajak diberikan karena keadaan wajib pajak,
terutama keadaan keuangannya.

skksk sksk skok skok skok
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BAB 2
KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN

Iqlima Azhar, S.E., M.Si.
Universitas Samudra

Ketentuan Umum Perpajakan

Ketentuan umum mengenai perpajakan dilandasi oleh falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam
ketentuannya menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan
sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Mulai 01 Januari 2024, pemerintah
memberlakukan beberapa aturan baru terkait ketentuan perpajakan,
mulai dari tarif efektif pajak gaji pekerja PPh 21, penggunaan NIK
sebagai NPWP, sampai Pajak rokok elektrik.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,
menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri
pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib
pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada ayat 2 nya
disebutkan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang
merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan
(NIK). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) bahwa untuk transaksi perpajakan akan menggunakan
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HPP akan tetap dilanjutkan, seperti penerapan nomor induk
kependudukan (BIK) sebagai NPWP, ekstensifikasi wajib pajak
bagi masyarakat super kaya, implementasi sistem core tax, dan
pemanfaatan forensik digital perpajakan. insentif fiskal juga akan
dilakukan secara lebih terarah dan terukur agar tidak menggerus
potensi pendapatan.

kkskksk kok kok ko
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BAB 3
PRINSIP DAN JENIS
PERPAJAKAN

Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP.
Universitas Multimedia Nusantara

Prinsip Perpajakan

Prinsip perpajakan yang masih digunakan sampai dengan saat ini,

dalam pengelolaan pajak modern, diantaranya harus memenuhi unsur

sebagai berikut:

1. Efisien
Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya
sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya
pemungutannya.

2. Kesetaraan
Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan
wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus
sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak
tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. Kepastian Akan Implikasi Ekonomi
Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan
ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika
merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan,
jangan sampai membuat seseorang menjadi miskin atau
mengganggu kelancaran produksi perusahaan. Pajak memiliki
beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh jenis lembaga
pemungut pajak termasuk di dalamnya sifat dari pajak itu sendiri.
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum
atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (R.
Indonesia, 2009).
11) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5%
(lima persen) dari dasar pengenaan (P. Indonesia, 2022).

Bagaimana dengan daerah setingkat provinsi yang tidak
terbagi atas kabupaten/kota seperti DKI Jakarta? Untuk daerah
yang khusus seperti ini, pajak yang berlaku adalah pajak
gabungan provinsi dan kabupaten/kota (R. Indonesia, 2009).

Dengan mengetahui jenis-jenis pajak, masyarakat luas
diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang semakin tinggi
sebagai seorang wajib pajak. Adapun pembagian jenis pajak
menurut sifat terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak
secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. (Contoh
= Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan), dan;

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang diberikan oleh wajib
pajak  bila  melakukan peristiwa atau perbuatan
tertentu. (Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
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BAB 4
SISTEM PAJAK DAN
STRUKTUR TARIF

Abdul Galib, S.E., M.Si.
Universitas Sulawesi Barat

Sistem Pajak

Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang
meliputi administrasi perpajakan, hukum pajak, dan Kkebijakan
perpajakan yang terintegrasi dalam mengoptimalkan penerimaan
negara dari sektor pajak. Unsur dalam sistem perpajakan merupakan
unsur yang saling menunjang sehingga masing-masing unsur harus
sama kuat dan stabil.

Sistem pajak yang baik menjadi penentu keberhasilan
pemungutan pajak sehingga perbaikan sistem perpajakn dalam suatu
negara sangat penting. Reformasi sistem perpajakan merupakan
perubahan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan produktif.
Sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan tingkat
kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi
kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional
yang telah dicapai (Mardiasmo, 2016). Sistem perpajakan yang lama
belum mampu menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak
yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam
negeri.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan
politik mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-
undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Perubahan undang-undang dalam perpajakan bertujuan untuk lebih
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Contoh penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun
untuk Wajib Pajak Badan:

a. Peredaran bruto PT Shanur dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp.
4.100.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.
350.000.000,-. Penghitungan pajak penghasilan terutang
sebagai berikut:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran
bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak
Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto
PT Shanur tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-.

Jumlah PPh terutang:

(50% x 22%) x Rp. 350.000.000,- = Rp. 38.500.000,-

b. Peredaran bruto PT Putra Tunggal dalam tahun pajak 2022
sebesar Rp. 35.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Penghitungan pajak penghasilan
terutang sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang memperoleh fasilitas:

(Rp. 4.800.000.000,- : Rp. 35.000.000.000,-) x Rp.

3.500.000.000,- = Rp. 480.000.000,-

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang tidak memperoleh fasilitas:

Rp. 3.500.000.000, - Rp. 480.000.000,

= Rp. 3.020.000.000,-

Pajak Penghasilan yang terutang:

1) (50% x 22%) x Rp. 480.000.000,- =Rp. 52.800.000,-

2) 22% x Rp. 3.020.000.000,- = Rp. 664.400.000,-
Jumlah PPh terutang =Rp. 717.200.000,-
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BAB 5
PAJAK PENGHASILAN UMUM
(PPh)

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.
Universitas Raharja

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial
untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pendapatan dari departemen pajak diperkirakan akan meningkat dari
tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat
membiayai pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan
bagi rakyat. Penerimaan pajak diperoleh dari survei yang dilakukan
oleh pemerintah pusat dan daerah dengan memungut pajak kepada
subjek pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan
(PPh) Orang Pribadi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.
Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang
terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-
Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pemungutan pajak
penghasilan terhadap subjek pajak sehubungan dengan penghasilan
yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak.

Seseorang yang terkena pajak dikenakan pajak apabila ia
menerima atau memperoleh penghasilan. Berdasarkan Undang-
Undang Pajak Penghasilan, orang kena pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenakan
pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama suatu
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Tabel 5.2: Tabel Kewajiban Pajak Subjektif

Mulai

Berakhir

Subjek Pajak Dalam Negeri
Pribadi:

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang
Pribadi:

e Saat Dilahirkan.

e Saat Meninggal.

e Saat berada di Indonesia atau
berniat bertempat tinggal di
Indonesia.

e Saat meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.

Subjek Pajak Dalam Negeri
Badan:

Subjek Pajak Dalam Negeri
Badan:

e Saat didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia.

e Saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di
Indonesia.

Subjek Pajak Luar
Melalui BUT:

Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui
BUT:

e Saat menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui
BUT di Indonesia.

e Saat tidak lagi menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan
melalui BUT di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak
Melalui BUT:

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak
Melalui BUT:

e Saat menerima atau | e Saattidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan di memperoleh penghasilan dari
Indonesia. Indonesia
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e Saat timbulnya warisan yang | e Saat warisan telah selesai
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Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 ialah pungutan dibebankan kepada

bendahara, baik pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam

aktivitas ekspor, impor maupun impor kembali barang. Peraturan
yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Peraturan

Menteri Keuangan No.36/PMK.10/2017.

Pasal 22 UU PPh mengatur kerangka pemungutan PPh maupun
memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan agar menunjuk
pemungut pajak atas transaksi pembayaran yang berkaitan dengan
penyerahan produk. Aktivitas yang meliputi impor produk,
menjalankan usaha di berbagai sektor, dan melakukan penjualan
barang termasuk dalam kategori sangat boros.

Karakteristik PPh Pasal 22 (Setiawan:2017) ialah

1. PPh Pasal 22 dikenakan atas transaksi Barang.

2. Mekanisme pengenaan pajak secara umum adalah pemungutan,
dimana pemungutan pajak dilakukan atas transaksi pembelian
barang pada industri tertentu dan impor barang. Mekanisme
pemotongan juga ada dalam PPh 22 dalam hal transaksi penjualan
barang kepada bendahara maupun badan milik pemerintah.

3. Pemungutan PPh pasal 22 hanya dilaksanakan badan usaha dengan

ditunjuk Menteri Keuangan.
Juita Tanjung




Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 yang telah dipungut pihak ketiga bersifat
pembayaran pajak dimuka atau disebut uang muka pajak.
kemudian dikreditkan dengan pajak terutang pada satu tahun
pajak. Transaksi yang dipotong/pungut PPh Pasal 22 ini meliputi:
1. Pembelian barang dalam negeri oleh bendaharawan

pemerintah, kuasa pengguna anggaran.
2. Impor barang luar negeri.
3. Penjualan hasil produksi di dalam negeri.

Pemungut dan Objek Pajak PPh Pasal 22
Dibawah ini merupakan penjelasan pemungut dan objek pajak PPh
pasal 22 sebagai berikut.

Tabel 6.1: Daftar Pemungut, Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 22

No Pemungut Objek Pajak Tarif Pajak

1. Bank Devisa dan ja. Impor 1. Sebesar 10% dari nilai
Direktorat  Jenderal barang; dan | impor barang tertentu
Bea dan Cukai dalam lampiran I

Peraturan Menteri
keuangan No.
36/PMK.10/2017 ada
maupun tidak ada API

2. Sebesar 7,5% dari nilai
impor barang tertentu
lainnya dalam Lampiran
II peraturan KMK No.
36/PMK.10/2017

3. Sebesar 2,5 % dari nilai
impor selain barang
tertentu dan barang
tertentu lainnya
(menggunakan Angka
Pengenal Impor/API)

4. Sebesar 0,5% dari nilai
impor kedelai, gandum
dan tepung terigu;
sebagaimana tercantum
dalam lampiran Il
Peraturan No.
36/PMK.10/2017

Juita Tanjung
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Keterangan:

a. PT Sinar Kertas memungut PPh Pasal 22 dari transaksi dengan
melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2023.
Kode akun pajak yang digunakan adalah 411122 dan kode jenis
setoran 100.

b. Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut
dalam, SPT Masa Pasal 22 masa Mei 2023 maksimal 20 Juni
2023.

5. PT Motor Indonesia menjual kendaraan bermotor roda dua
berkapasitas 500 cc kepada Tn Rafi dengan harga jual Rp.
400.000.000,- pada 10 Oktober 2023. Tn Raffi memiliki NPWP.
Berikut ini pengenaan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut.

PPh Pasal 22 = 5% x Rp. 400.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

Kewajiban PT Motor Indonesia menjadi pemungut PPh Pasal 22

adalah:

a. Melaksanakan penyetoran PPh Pasal 22 paling lambat tanggal
10 November 2023. Kode akun pajak adalah 411122 maupun
kode setoran 403.

b. Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut
dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2023
maksimal 20 November 2023.
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Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian Pasal 23 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 23 undang-undang pajak penghasilan mengatur pemotongan
pajak atas penghasilan wajib pajak nasional dan bentuk usaha tetap
yang berasal dari modul, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan
kegiatan (Mardiasmo, 2018). Selain yang telah dipotong dari Pajak
Penghasilan Pasal 21, yang telah dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, atau bentuk usaha tetap.

2. Konsep Dasar Untuk Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada umumnya dikenakan dari
jumlah bruto, total penghasilan yang diterima seperti bunga,
dividen, sewa, dan royalti. Untuk jenis jasa lain, dasar pengenaan
Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
yaitu jumlah bruto untuk jasa katering dan jumlah bruto untuk jasa
selain jasa catering (Waluyo, 2010):

a. Total penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah dibayarkan oleh badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
tetap dianggap sebagai penghasilan bruto jasa catering.




Pajak Penghasilan Pasal 23-26

c. Pajak Penghasilan Pasal 26 Dipotong Sebesar 20% Dari Perkiraan
Penghasilan Neto Atas Keuntungan yang Berasal Dari Penjualan
Atau Pengalihan Saham

PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Netto) x 20%

25% dari harga jual adalah penghasilan neto.

Dikenakan pajak sebesar 20% atas Penghasilan Kena Pajak
setelah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
Penanaman kembali hanya dapat dilakukan jika memenubhi syarat-
syarat berikut:

1) Penanaman kembali dilakukan pada seluruh Penghasilan Kena
Pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan melalui penyertaan
modal dalam perusahaan yang baru didirikan dan berstatus
sebagai pendiri atau peserta pendiri di Indonesia.

2) Perusahaan baru yang didirikan di Indonesia dan berbasis di
Indonesia harus secara aktif beroperasi sesuai dengan akta
pendiriannya selama paling lama 1 (satu) tahun sejak didirikan.

3) Penanaman kembali dilakukan pada tahun pajak berjalan atau
pada tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau
diperoleh penghasilan.

4) Pengalihan penanaman kembali tidak boleh dilakukan dalam
waktu paling singkat 2 (dua) tahun setelah produksi komersial

perusahaan baru.
PPh Pasal 26 = (Penghasilan Kena Pajak — Pajak Penghasilan Terutang) x 20%
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PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)
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Universitas Pattimura

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang Tahun 2009 Nomor 42 merupakan UU Perubahan
yang ketiga terhadap UU Tahun 1983 Nomor 8 perihal Pajak
Pertambahan Nilai dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang mewah,
di bagian umum merupakan pajak yang dikenakan pada barang dan
jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dan dikenai secara bertahap
pada tiap produksi dan distribusi.

Pajak pertambahan nilai (PPN) diartikan sebagai pajak yang
dipatenkan pada konsumsi dalam negeri, baik barang ataupun jasa
Waluyo (2011). PPN mengganti pajak penjualan, pajak pertambahan
nilai/PPN diklaim tidak lagi relatif bagi pemenuhan kebutuhan
masyarakat serta Pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai diartikan juga sebagai pajak yang
diberikan atas setiap peningkatan nilai yang terjadi karena elemen
produksi digunakan selama proses produksi, mulai berasal proses
pembuatan hingga distribusi produk pada konsumen. Rahayu dan
Suhayati (2013).

Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar-dasar aturan PPN adalah UU Tahun 1983 Nomor 8, yang
mengalami perubahan pertama di Tahun 1994 nomor 11, kemudian
diperbaharui sebagai perubahan ke 2 pada tahun 2000 nomor 18, dan

n Anna Valensia Christianty de Fretes




Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bila retur diminta setelah perusahaan memberikan faktur pajak,
misalnya tanggal 10 bulan pertama, maka pencatatan PPN yang
dijurnalkan menjadi:

Retur Penjualan Rp. 400.000,00
PPN Keluaran Rp. 44.000,00
Piutang Dagang Rp. 444.000,00

Itulah pencatatan/pembuatan jurnal PPN buat transaksi
penjualan. Dari bentuk-bentuk penjualan, secara tunai maupun kredit
serta dengan adanya pengembalian, tentunya pencatatan jurnal PPN-
nya tidak sama.
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Sejarah Pajak Properti

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebut juga sebagai pajak
properti, pajak tersebut merupakan pajak tertua karena sudah ada di
berbagai peradaban sejak zaman dahulu. Pada masa kerajaan Mesir,
Tiongkok, dan Persia, pajak tanah merupakan peningkatan nilai tanah
dan pengembangan atau nilai tanah yang digunakan oleh penguasa
sebagai sarana mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan mereka.
Sejak zaman kerajaan di Indonesia sudah terdapat pajak, dimana
masyarakat diwajibkan membayar sebagian hasil buminya kepada
penguasanya sebagai bentuk persetujuan atau petunjuk penguasa atas
tanah yang digunakan oleh rakyat (Anggoro 2019),

Definisi Pajak Properti

Pajak properti adalah pajak yang yang dipungut berdasarkan pada
nilai transaksi dan aset, pajak ini dipungut atas transaksi seperti pajak
penjualan dan pajak pertambahan nilai (Jumadil, M. 2023).

Pajak properti dipungut oleh otoritas yang berwenang
berdasarkan hukum atau yurisdiksi dimana properti itu berada, Ada
beberapa yurisdiksi yang mengenakan Pajak properti yang sama.
Pajak ini dapat diumpamakan dengan penghitungan penghasilan
sewa, atau dengan pajak sewa yang dihitung dari penghasilan sewa,
atau dengan nilai tanah, yang dikenakan pajak atas nilai tanah tanpa

Sutarni
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Pajak Properti dan Pajak Penjualan

9. Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP berarti semua mengacu pada seluruh penerimaan negara
selain penerimaan pajak. Pembayaran PNBP dilakukan pada saat
permohonan peralihan hak milik diajukan ke Badan Pertanahan
(BPN) Besaran PNBP untuk transaksi penjualan properti adalah
(0,1 % x Zona Nilai Tanah) + 50.000 (Tanjung 2022).

Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah poligon yang mewakili nilai
tanah relatif terhadap tanah di dalamnya, yang batas-batasnya
dapat bersifat maya atau nyata tergantung pada pengelolaan yang
dilakukan. Nilai ZNT disediakan oleh Kementerian Pertanian dan
Perencanaan Daerah/BPN. Nilai Zona Nilai Tanah ditentukan oleh
estimasi dan analisis nilai tanah setempat tidak termasuk harga
bangunan (Tanjung 2022).

Contoh kasus:
Jika seseorang membeli rumah dengan harga NJOP sebesar Rp 500
juta rupiah, maka PNBP-nya adalah:
(1/1000 x Rp. 500.000.000) + Rp. 50.000 = Rp. 500.000 + Rp
50.000.

= Rp. 550.000.
Maka PNBP yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 550.000.
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BAB 10
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Ahmad Solihin, S.E., M.E.
Universitas Primagraha

Pengantar

Pajak Bumi Bangunan (PBB) bukan sekadar elemen perpajakan biasa;
sebaliknya, ia menciptakan fondasi yang kokoh untuk struktur
perekonomian suatu negara. Dengan memberlakukan pajak pada
kepemilikan properti, PBB menjadi sumber pendapatan yang
konsisten bagi pemerintah. Pendapatan ini, pada gilirannya, berfungsi
sebagai sumbangan vital untuk pembiayaan berbagai proyek
pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan
kesehatan. Dengan begitu, PBB bukan hanya sebuah tanggung jawab
finansial bagi warga negara, tetapi juga instrumen yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

PBB bukan hanya tentang pengumpulan dana; ia juga berperan
sebagai alat pengatur dalam pengelolaan sumber daya properti.
Melalui mekanisme penilaian nilai tanah dan bangunan, PBB
membentuk kebijakan tata ruang yang mengarahkan pemanfaatan
lahan. Dengan menerapkan tarif yang relevan, pemerintah dapat
memberikan insentif atau kendala terhadap jenis pengembangan
properti tertentu, menciptakan harmoni antara kepentingan publik
dan swasta serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

PBB juga menjadi alat pemerataan pendapatan dan keadilan
sosial. Dengan memasukkan properti ke dalam skema perpajakan,
PBB dapat memastikan bahwa beban pajak dibagi secara adil di antara
berbagai lapisan masyarakat. Ini menciptakan kesempatan untuk
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peninggalan purbakala, hutan lindung, dan sebagainya. Dalam
ilustrasi perhitungan PBB pada contoh kasus, NJOP menjadi dasar
perhitungan yang mencakup nilai bangunan dan tanah. Dengan fungsi
sebagai sumber pendapatan pajak, PBB diharapkan dapat mendukung
pembangunan dan pelayanan publik. Keseluruhan, sistem perpajakan
PBB dirancang untuk memberikan kontribusi finansial yang adil dan
berkelanjutan bagi pemilik properti, sejalan dengan prinsip keadilan
dan keberlanjutan fiskal.
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PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PAJAK

Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.
Universitas Primagraha

Pengantar

Perencanaan dan Penganggaran Pajak sebagai elemen krusial dalam
ranah kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam membentuk
fondasi ekonomi suatu negara. Sejalan dengan evolusi kebutuhan
masyarakat dan dinamika global, perencanaan dan penganggaran
pajak menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengelola sumber
daya finansial, membiayai kebijakan publik, serta mempengaruhi
perilaku ekonomi.

Latar belakang perencanaan dan penganggaran pajak berkaitan
erat dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh suatu negara.
Dari sisi ekonomi, perubahan kondisi makro ekonomi, perkembangan
teknologi, dan globalisasi menjadi faktor-faktor yang memerlukan
adaptasi dan inovasi dalam sistem perpajakan. Selain itu, kebijakan
perpajakan juga berperan dalam menanggulangi ketidaksetaraan
sosial dan meningkatkan distribusi keadilan.

Tujuan utama dari perencanaan dan penganggaran pajak adalah
menciptakan kebijakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan
(Augustine, 2022). Efisiensi ekonomi menjadi kunci dalam
memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya mengumpulkan
pendapatan yang cukup, tetapi juga merangsang pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, prinsip keadilan pajak
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Tren Terkini dalam Perencanaan dan Penganggaran Pajak

1. Digitalisasi Pajak
Penggunaan teknologi digital semakin memainkan peran penting
dalam perencanaan dan penganggaran pajak. Sistem perpajakan
yang terotomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi
risiko kesalahan, dan menyediakan data yang lebih akurat untuk
analisis perencanaan pajak. Selain itu, teknologi blockchain dan
kecerdasan buatan dapat mengubah cara informasi pajak diproses
dan dilacak.

2. Perubahan Kebijakan Pajak Global
Dinamika ekonomi global dan perkembangan geopolitik dapat
mempengaruhi kebijakan perpajakan di tingkat internasional.
Perubahan dalam tarif pajak, perjanjian pajak ganda, atau
kerjasama internasional dapat memiliki dampak besar pada
perencanaan pajak perusahaan multinasional dan individu yang
beroperasi di berbagai yurisdiksi.

3. Implikasi Teknologi dalam Perencanaan Pajak
Penggunaan teknologi seperti big data analytics, machine learning,
dan analisis prediktif dapat memberikan wawasan lebih dalam
dalam perencanaan pajak. Analisis data yang canggih
memungkinkan identifikasi peluang perpajakan dan risiko secara
lebih efektif, memungkinkan perencana pajak untuk membuat
keputusan yang lebih informasional dan berbasis data.

Penutup
1. Poin Penting

a. Perencanaan dan penganggaran pajak memerlukan
pemahaman mendalam terhadap prinsip etika profesi akuntan
pajak, dengan fokus pada integritas, objektivitas, kepatuhan
hukum, kerahasiaan, dan kompetensi profesional.

b. Dilema etika dalam perencanaan pajak mencakup keputusan
yang mempertimbangkan keseimbangan antara meminimalkan
beban pajak secara sah dan mematuhi hukum, sambil
mempertimbangkan keuntungan pribadi atau klien.
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2. Implikasi Perencanaan dan Penganggaran Pajak pada

Keberlanjutan Keuangan

a. Perencanaan pajak yang baik dapat memberikan kontribusi
signifikan pada keberlanjutan keuangan perusahaan atau
individu dengan meminimalkan beban pajak, mengoptimalkan
penerimaan, dan memanfaatkan insentif perpajakan yang sah.

b. Integrasi etika dalam perencanaan pajak adalah kunci untuk
membangun reputasi yang baik, mempertahankan kepercayaan
klien, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang.

3. Tantangan dan Peluang di Masa Depan

a. Tantangan masa depan melibatkan perubahan regulasi pajak,
risiko dan ketidakpastian pajak, serta kompleksitas struktur
pajak yang terus berkembang.

b. Peluang di masa depan mencakup adopsi teknologi digital,
beradaptasi dengan perubahan kebijakan pajak global, dan
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam
perencanaan pajak.

Dengan Kkesadaran akan prinsip etika, pemahaman
mendalam terhadap tren terkini, dan keterampilan
adaptabilitas terhadap perubahan, perencana pajak dapat
berhasil menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang
untuk mencapai tujuan keuangan dengan berkelanjutan.

kkskkskkskkskk
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BAB 12
PERUBAHAN TERKINI
DALAM PERATURAN PAJAK

Asnidar, S.E., M.AKk.
Universitas Sulawesi Barat

Pendahuluan

Reformasi perpajakan di Indonesia terus berlanjut dan dianggap
sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong
pemulihan ekonomi. Salah satu reformasi regulasi yang paling
menonjol adalah implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah telah menerbitkan
empat regulasi yang merupakan peraturan turunan dari UU HPP.
Aturan tersebut mengatur penerapan pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan ketentuan
umum perpajakan setelah di berlakuan UU HPP.

Strategi penting lainnya untuk mengoptimalkan perluasan basis
pajak adalah penguatan ekstensifikasi pajak, pengawasan terarah dan
berbasis kewilayahan. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan
daftar prioritas pengawasan termasuk bagi wajib pajak yang masuk
kriteria wajib pajak golongan super kaya, transaksi afiliasi dan
ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak membentuk gugus tugas
untuk mengawasi beberapa kelompok wajib pajak tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk perluasan basis
pajak, pelatihan dan peningkatan layanan untuk meningkatkan
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Tarif pasal 17 x PKP setahun
5% x Rp60.000.000 =Rp3.000.000
15% x Rp12.300.000 = Rp1.845.000

Jadi PPh terutang setahun Rp 4.845.000

Pajak penghasilan pasal 21 bulan Des 2024

PPh 21 setahun - (jumlah PPh pasal 21 Jan- Nov 2024 yang telah
dipotong)

Rp4.845.000 - (Rp402.500 x 11)= Rp417.500

skoskskoskok skok skok skok
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BAB 13
ETIKA DAN TATA KELOLA
PERPAJAKAN DI INDONESIA

Meliana, S.E., M.M.
APIKES Bhumi Husada Jakarta

Mengapa Etika Penting dalam Perpajakan

Perpajakan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang selalu menjadi
sorotan dalam berbagai negara. Pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai
program pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri,
perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak sangatlah penting untuk memastikan
keberhasilan pembangunan nasional. Namun, kepatuhan pajak tidak
hanya sebatas pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mematuhi
peraturan perpajakan dengan penuh tanggung jawab dan etika.

Etika perpajakan adalah seperangkat nilai dan norma yang
mengatur perilaku wajib pajak, konsultan pajak, dan aparat pajak
dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan
(Mulyani, 2018). Etika perpajakan menjadi landasan moral bagi
semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan untuk berperilaku
dan bertindak dengan jujur, adil, dan transparan (Hendar & Djatmiko,
2016). Etika dalam perpajakan sangat penting untuk memastikan
bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan bertindak
secara adil dan jujur. Etika perpajakan juga membantu memastikan
bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan efisien, sehingga
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan
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Braithwaite, J., 2003). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan
berbagai cara, seperti transfer harga, penggunaan surat utang, dan
pengalihan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah.
Praktik penghindaran pajak yang tidak sah dapat dianggap sebagai
tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah.

Esensi, Urgensi Etika, dan Tata kelola Perpajakan Di
Indonesia

Etika dan tata kelola perpajakan merupakan landasan fundamental
bagi terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan
akuntabel. Etika perpajakan menekankan pada nilai-nilai moral dan
profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang
terlibat dalam sistem perpajakan, termasuk wajib pajak, aparat pajak,
dan konsultan pajak. Tata kelola perpajakan, di sisi lain, berfokus pada
struktur, proses, dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sistem
perpajakan. Tata kelola perpajakan yang baik memastikan bahwa
sistem perpajakan dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Esensi dan urgensi etika dan tata kelola perpajakan di Indonesia
menjadi perhatian karena beberapa faktor penting yang terkait
dengan pengelolaan perpajakan di negara ini.

Kesimpulan

Etika dan tata kelola perpajakan memiliki peran yang sangat penting
dalam konteks perpajakan di Indonesia. Etika perpajakan mencakup
seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku wajib pajak,
konsultan pajak, dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban dan
haknya di bidang perpajakan. Sementara tata kelola perpajakan
merujuk pada sistem dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah,
pihak terkait lainnya, dan wajib pajak untuk mengelola dan
mengawasi perpajakan secara efisien dan adil. Beberapa tokoh seperti
M. Jusuf Wanandi, Dian Agustia, Sony Kurniawan, dan John Hasseldine,
menegaskan pentingnya moralitas dalam perpajakan. Mereka
menekankan bahwa etika perpajakan membangun kepercayaan
antara wajib pajak dan pemerintah, mendorong kepatuhan sukarela,
dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Selain
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itu, prinsip moral dalam perpajakan mencakup pengamalan nilai-nilai
luhur, penghormatan terhadap aturan perpajakan, serta pelayanan
yang baik kepada wajib pajak dan pihak terkait lainnya. Dalam
konteks Indonesia, etika perpajakan juga sangat penting untuk
memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan dapat
memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.
Etika dalam perpajakan merujuk pada prinsip moral yang menjadi
pedoman bagi perilaku individu dalam proses pengadaan dan
penghasilan pajak. Etika perpajakan mempengaruhi bagaimana wajib
pajak, praktisi perpajakan, dan pemerintah berinteraksi dalam
konteks perpajakan.

Sementara itu, tata kelola perpajakan merupakan sistem yang
mengatur bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dan
administrasi perpajakan. Sistem ini mencakup aspek-aspek seperti
perumusan peraturan perpajakan, pemungutan pajak, pemeriksaan
pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Tujuan utama tata kelola
perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah
penghindaran dan penggelapan pajak, serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas administrasi perpajakan. Dengan demikian, etika dan
tata kelola perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam
memastikan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel
di Indonesia.
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Landasan Hukum

Beberapa faktor penting antara UU Nomor 10 Tahun 2020 dan UU
Nomor 13 Tahun 1985, diantaranya definisi mengenai materi yang
dimuat di Ketentuan Umum. Substansi tersebut dimuat dalam
Ketentuan Umum pada UU Nomor 13 Tahun 1985 dan UU Nomor 10
Tahun 2020 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, 2020). Dalam
Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 menjelaskan:

1.

Sebuah dokumen merupakan kertas yang berisikan tulisan yang
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau
kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Sebuah meterai merupakan meterai tempel dan kertas meterai
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya yang
dipergunakan, termasuk didalamnya paraf, terapan atau cap tanda
tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai
pengganti tanda-tangan.

Pemeteraian adalah sebuah proses pelunasan Bea Meterai yang
dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen
yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
Pejabat Pos merupakan seorang pejabat Perusahaan Umum Pos
dan Giro yang diserahi tugas untuk melayani permintaan
pemeteraian oleh masyarakat luas.
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Seseorang baik badan maupun individu, yang menghilangkan cap
atau ciri penggunaannya untuk memungkinkan digunakan kembali
pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai atau dengan
tujuan untuk menyuruh orang lain memakai secara sengaja, baik
dengan cara memperjualbelikan maupun merekomendasikan, seolah-
olah materai tersebut belum pernah digunakan dengan cara
menghapuskan ciri atau tanda penggunaannya adalah pelanggaran
yang dilarang oleh Pasal 260 KUHP.

Atas dasar ketentuan sanksi tersebut di atas, hukum dapat
mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313
KUH Perdata (Dan & Hak, 2014) apabila mengarah pada aspek jual
beli. Aktivitas jual beli bea materai bekas yang dilakukan secara sadar
dan mengetahui bahwa bea materai tersebut telah direkondisi, maka
transaksi tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang didasarkan
pada kesepakatan. Sebuah kesepakatan dapat didefinisikan sebagai
tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang
dengan mengikatkan dirinya dengan kesepakatan dan tujuan
dan/atau maksud yang sama kepada orang lain (Undang-Undang
Nomor 7, 2021).

Jika seorang pembeli mengetahui bahwa bea materai bekas yang
telah direkondisi dan diperjual belikan kembali tetapi tetap
membelinya, maka tindakan pembeli tersebut dapat dianggap sebagai
pelanggaran undang-undang dan tindakan yang dilakukan oleh
penjual yang dengan sengaja memperjualbelikan bea materai bekas
untuk direkondisi dan kemudian dijual kembali sebagaimana
disebutkan sebelumnya termasuk dalam kategori tindak pidana dan
dapat dikenakan hukuman penjara serta denda sesuai dengan jumlah
yang telah ditetapkan.

Pengaturan Penggunaan E-Meterai

Pengaturan penggunaan e-meterai secara khusus sudah tertulis dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang
Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai
Tempel, Kode Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai
Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan
Meterai, serta Pemeteraian (Unik et al, 2021). Di dalam ketentuan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 Pasal 1 ayat 6
dijelaskan bahwa pengertian dari meterai elektronik adalah meterai
berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan
pada dokumen melalui sistem tertentu. Sistem tertentu bea meterai
elektronik tersebut bertanggung jawab dalam hal pembubuhan e-
meterai pada dokumen terutang bea meterai.

Sistem Meterai Elektronik tersebut kemudian diwujudkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dengan mengadakan kerjasama dengan
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang
menghasilkan laman pembayaran ataupun pembubuhan secara online
melalui e-meterai.co.id. Sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 menyebutkan bahwa
pembayaran bea meterai menggunakan e-meterai dinyatakan sah
apabila telah dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik atau dalam
hal melalui tautan e-meterai.co.id.

Selain itu keabsahan pembayaran ditentukan berdasarkan kode
unik dan keterangan tertentu yang terdapat dalam e-meterai. Kode
unik yang dimaksud terdiri dari gambar lambang negara Garuda
Pancasila, tulisan Meterai Elektronik dan angka serta tulisan yang
menunjukkan tarif bea meterai. Pasal 16 dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 134/2021 juga menjelaskan bahwa pembayaran
bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai
dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai sesuai dengan Pasal 15
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2021 tidak terpenubhi.
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DASAR-DASAR
PERPAJAKAN

Penerimaan pendapatan negara terdiri dari pendapatan
pajak dan pendapatan bukan pajak. Hingga saat ini pajak
masih memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber
utama penerimaan negara. Hal ini terbukti dari laporan
penerimaan pajak mencapai 108,8% terhadap target APBN.
Menggunakan sistem perpajakan self assesment, menuntut
wajib pajak untuk secara mandiri mengerti dan memahami,
menerapkan tata cara perpajakan serta mematuhi
pelaksanaan setiap peraturan perpajakan yang berlaku. Buku
ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan terbaru, sehingga dapat digunakan sebaga
referensi bagi siapa saja yang sedang mendalami bidang
perpajakan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan
informasi mengenai konsep atau teori dan praktik perpajakan.

Buku ini disusun atas kumpulan pemikiran dari para
dosen, peneliti, serta praktisi yang memiliki kualifikasi pada
bidangnya masing-masing. Buku ini berisi materi mengenai
konsep dasar dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum
dan tata cara perpajakan, prinsip dan jenis perpajakan, sistem
pajak dan struktur tarif, pajak penghasilan umum, pajak
penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23-26, pajak
pertambahan nilai (PPN), pajak properti dan pajak penjualan,
pajak bumi dan bagunan (PBB), perencanaan dan
penganggaran pajak, perubahan terkini dalam peraturan
pajak, etika dan tata kelola perpajakan di Indonesia, dan bea
materai.
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